BAB VII
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

7.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang
telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi
pembangunan Tahun 2017, maka disusun Rencana kerja tahun 2019
serta pagu indikatifnya. Rencana kerja dan Pendanaan Tahun 2019
merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi
Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Pra

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Tahun 2018.

Dalam menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam
implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up
yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD
Provinsi Banten.

Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

* Perintah normatif Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan

peraturan perundang-undangan lainnya
+ Aktualisasi peran dan fungsi representasi politik DPRD

+ Bentuk pertanggungjawaban politik anggota DPRD terhadap

konstituen

*+ Penegasan tentang kemitraan kepala daerah (eksekutif) dan DPRD

(legislatif) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah

* Perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good

governance and clean goverment)

* Pokok - Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar
permasalahan pembangunan kemudian dimasukkan kedalam e-

planning

* Pokok - Pokok Pikiran DPRD diserahkan ke Bappeda dalam bentuk
tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD paling lambat 1

minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat provinsi
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Bahan Dasar Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Reses anggota DPRD

Audiensi dan jaring aspirasi masyarakat
Forum dialog Pimpinan DPRD

Rekomendasi fraksi

Nota dan rekomendasi alat kelengkapan DPRD
Kolom aspirasi media

Hasil rapat dan kunjungan kerja akd
Musrenbang kab/kota

Dokumen pendukung lainnya (RPJPD, RPJMD)

Isu & Usulan Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019:

BIDANG PEMERINTAHAN (KOMISI I)

Akselerasi Reformasi Birokrasi
Penerapan E-Planning, E-Monev dan E-Budgeting

Penyelenggaraan Pemilu Presiden & Pemilu Legislatif 2019 yang

demokratis, aman & kondusif
Reformasi Tata Kelola Keuangan
Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas

Perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten/kota

BIDANG PEREKONOMIAN (KOMISI II)

Revitalisasi sektor pertanian
Pengendalian sektor inflasi
Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin

Pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif &

pariwisata
Penciptaan iklim investasi
Ketahanan pangan daerah yang terjaga

Peningkatan pengembangan Sumber Daya Alam yang dimiliki
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BIDANG KEUANGAN & ASET (KOMISI III)

Optimalisasi potensi pendapatan daerah

Pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang

proporsional, tepat sasaran & bisa dipertanggungjawabkan

Pemberian dana hibah & bansos yang transparan, akuntabel &

tepat sasaran
Revitalisasi Kawasan Banten Lama

Peningkatan tata kelola APBD dalam hal distribusi dan alokasi

BIDANG INFRASTRUKTUR (KOMISI IV)

Pembangunan infrastruktur jalan & jembatan provinsi yang

berkualitas

Akselerasi pembangunan 12 proyek strategis nasional di Provinsi

Banten
Pengendalian dampak lingkungan hidup & pengelolaan sampah
Penataan kawasan kumuh kampung nelayan, perdesaan/perkotaan

Akselerasi pembangunan terminal tipe B & pengembangan sistem

transportasi massal

Optimalisasi pelayanan kelistrikan & energi terbarukan

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT (KOMISI V)

Peningkatan akses & pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
Peningkatan akses & pemerataan pendidikan berkualitas
Penanggulangan kemiskinan & pengangguran

Terwujudnya pemuda wirausahawan baru & olahraga yang

berprestasi
Terwujudnya kelembagaan PUG & PUHA yang berkualitas

Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas
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7.1.1 Program Pembangunan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2019 beserta pagu
indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan
tahun 2019, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian
kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2017-2022.

Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 terdiri dari 128
(seratus dua puluh delapan) program untuk melaksanakan urusan wajib,
urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana

Tabel 7.1.

Tabel 7.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 2019
BIDANG
URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Urusan Wajib | Pendidikan Program Tata Kelola Dinas Pendidikan dan
Pelayanan Pemerintahan Kebudayaan
Dasar
Program Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Menengah Kebudayaan
Program Pendidikan Dinas Pendidikan dan
Khusus Kebudayaan
Program Peningkatan Mutu | Dinas Pendidikan dan
Pendidik dan Tenaga Kebudayaan
Kependidikan
Program Peningkatan Mutu | Dinas Pendidikan dan
Pembelajaran Kebudayaan
Kesehatan Program Tata Kelola Dinas Kesehatan
Pemerintahan
Program Upaya Dinas Kesehatan
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Program Peningkatan Akses | Dinas Kesehatan
dan Mutu Pelayanan
Kesehatan
Program Peningkatan Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Program Pencegahan Dinas Kesehatan
Pengendalian Penyakit
Program Pemberdayaan Dinas Kesehatan
Sumberdaya Kesehatan
dan Kefarmasian
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Dinas Kesehatan
Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
Program Peningkatan Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Kerja
Masyarakat
Pekerjaan Program Tata Kelola Dinas Pekerjaan
Umum dan Pemerintahan Umum dan Penataan
Penataan Ruang
Ruang
Program Pembangunan Dinas Pekerjaan
Jalan dan Jembatan Umum dan Penataan
Ruang
Program Pengembangan Dinas Pekerjaan
Jasa Konstruksi Umum dan Penataan
Ruang
Program Pembangunan Dinas Pekerjaan
Sumberdaya Air Umum dan Penataan
Ruang
Program Penataan Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang
Perumahan Program Tata Kelola Dinas Perumahan
Rakyat dan Pemerintahan Rakyat dan Kawasan
Kawasan Permukiman
Pemukiman
Program Penyelenggaraan Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan | Rakyat dan Kawasan
Perumahan Permukiman
Program Penataan Dinas Perumahan
Bangunan dan Lingkungan | Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Program Keciptakaryaan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Ketentraman Program Tata Kelola Satuan Polisi Pamong

dan Ketertiban
Umum serta
Perlindungan
Masyarakat

Pemerintahan

Praja

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Program Ketentraman dan

Satuan Polisi Pamong

Ketertiban Umum Praja
Program Pencegahan dan Badan
Kesiapsiagaan Penanggulangan

Penanggulangan Bencana

Bencana Daerah

Program Pembinaan Idiologi
dan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Program Penegakan
Peraturan Perundang-
undangan Daerah

Satuan Polisi Pamong
Praja

Program Perlindungan
Masyarakat

Satuan Polisi Pamong
Praja
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Penanganan Satuan Polisi Pamong
Bencana Kebakaran Praja
Program Kedaruratan dan Badan
Logistik Penanggulangan Penanggulangan
Bencana Bencana Daerah
Program Rehabilitasi dan Badan
Rekonstruksi Penanggulangan
Penanggulangan Bencana Bencana Daerah
Program Peningkatan Badan Kesatuan
Kewaspadaan Nasional Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Badan Kesatuan
Ketahanan Sosial dan Bangsa dan Politik
Ekonomi
Program Peningkatan Badan Kesatuan
Pendidikan Politik Bangsa dan Politik
Masyarakat
Sosial Program Tata Kelola Dinas Sosial
Pemerintahan
Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Dinas Sosial
Sosial
Program Perlindungan dan | Dinas Sosial
Jaminan Sosial
Program Penanganan Fakir | Dinas Sosial
Miskin
Program Pelayanan dan Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dalam
Panti
Program Pelayanan dan Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Dalam
Panti
Urusan Wajib | Ketenaga Program Tata Kelola Dinas Ketenaga
Bukan Kerjaan Pemerintahan Kerjaan dan
Pelayanan Transmigrasi
Dasar
Program Pelatihan dan Dinas Ketenaga
Peningkatan Produktivitas Kerjaan dan
Tenaga Kerja Transmigrasi
Program Peningkatan Dinas Ketenaga
Hubungan Industri dan Kerjaan dan
Jaminan Sosial Transmigrasi
Ketenagakerjaan
Program Pengawasan Dinas Ketenaga
Ketenagakerjaan Kerjaan dan
Transmigrasi
Program Penempatan Dinas Ketenaga
Tenaga Kerja dan Kerjaan dan
Transmigrasi Transmigrasi
Program Pelayanan Dinas Ketenaga
Pelatihan Tenaga Kerja Kerjaan dan
Industri Transmigrasi
Pemberdayaan | Program Tata Kelola Dinas Pemberdayaan
Perempuan Pemerintahan Perempuan,
dan Perlindungan Anak,
Perlindungan Kependudukan dan
Anak Keluarga Berencana
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Perempuan,
Sejahtera Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Kualitas Hidup dan Perempuan,
Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak,
dan Anak Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pangan Program Tata Kelola Dinas Ketahanan
Pemerintahan Pangan
Program Peningkatan Dinas Ketahanan
Ketahanan Pangan Pangan
Program Peningkatan Dinas Ketahanan
Keterjangkauan Pangan Pangan
Program Perlindungan Dinas Ketahanan
Konsumen Pangan Pangan
Lingkungan Program Tata Kelola Dinas Lingkungan
Hidup Pemerintahan Hidup dan Kehutanan
Program Pengendalian Dinas Lingkungan
Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Hidup
Administrasi Program Administrasi Dinas Pemberdayaan
Kependudukan | Kependudukan dan Perempuan,
dan Capil Catatan Sipil Perlindungan Anak,
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Pemberdayaan | Program Tata Kelola Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Pemerintahan Masyarakat dan Desa
Desa
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat | Masyarakat dan Desa
Desa
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Desa
Kemasyarakatan
Program Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Partisipasi Masyarakat Masyarakat dan Desa
Dalam Membangun Desa
Program Program Kependudukan Dinas Pemberdayaan
Kependudukan | dan Keluarga Berencana Perempuan,
dan Keluarga Perlindungan Anak,
Berencana Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Perhubungan Program Tata Kelola Dinas Perhubungan

Pemerintahan

Program Peningkatan
Pelayanan Penyelenggaraan
Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perhubungan

Dinas Perhubungan

Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan
Pelayanan Perhubungan

Dinas Perhubungan
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Dinas Perhubungan
Pelayanan Perhubungan
Laut dan Udara
Komunikasi Program Tata Kelola Dinas Komunikasi
dan Pemerintahan Informatika, Statistik
Informatika dan Persandian
Program Pengembangan, Dinas Komunikasi
Pendayagunaan, Informatika, Statistik
Peningkatan Teknologi dan Persandian
Informasi dan Komunikasi
Pegkatan Akses dan Dinas Komunikasi
Kualitas Informasi Publik Informatika, Statistik
dan Persandian
Koperasi, Program Tata Kelola Dinas Koperasi, Usaha

Usaha Kecil
dan Menengah

Pemerintahan

Kecil dan Menengah

Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi Usaha Kecil

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Program Pengembangan
Kelembagaan dan
Pengawasan Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Program Peningkatan
Kualitas Usaha dan
pemberdayaan Koperasi

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Program Pelatihan SDM
Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Penanaman Program Tata Kelola Dinas Penanaman
Modal Pemerintahan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim, | Dinas Penanaman
Promosi dan Kerjasama Modal dan Pelayanan
Investasi Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dinas Penanaman
dan Sistem Informasi Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Dinas Penanaman
Perizinan Penaman Modal Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Dinas Penanaman
Penanaman Modal Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan Program Tata Kelola Dinas Kepemudaan

dan Olahraga

Pemerintahan

dan Olahraga

Program Peningkatan
Pemberdayaan
Kepemudaan

Dinas Kepemudaan
dan Olahraga

Program Pengembangan
dan Pemberdayaan Olah
Raga

Dinas Kepemudaan
dan Olahraga

Program Peningkatan
Prestasi Olah Raga

Dinas Kepemudaan
dan Olahraga

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga

Dinas Kepemudaan
dan Olahraga

Program Tata Kelola
Pemerintahan

Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Pengembangan Dinas Perpustakaan
Budaya Baca dan dan Kearsipan Daerah
Pembinaan Perpustakaan
Program Pengembangan Dinas Perpustakaan
Koleksi dan Peningkatan dan Kearsipan Daerah
Kualitas Pelayanan
Perpustakaan
Statistik Program Penyediaan Data Dinas Komunikasi
Pembangunan Daerah Informatika, Statistik
dan Persandian
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persandian Program Tata Kelola Dinas Komunikasi
Persandian Informatika, Statistik
dan Persandian
Kebudayaan Program Pelestarian Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan
Program Pengelolaan Dinas Pendidikan dan
Kekayaan Budaya Kebudayaan
Program Pengelolaan Dinas Pendidikan dan
Keragaman Budaya Kebudayaan
Kearsipan Program Pengelolaan Dinas Perpustakaan
Sistem Kearsipan dan Kearsipan Daerah
Urusan Kelautan dan Program Tata Kelola Dinas Kelautan dan
Pilihan Perikanan Pemerintahan Perikanan
Program Peningkatan Dinas Kelautan dan
Produksi Perikanan Perikanan
Tangkap
Program Pengawasan Dinas Kelautan dan
Sumber Daya Kelautan dan | Perikanan
Perikanan
Program Peningkatan Daya | Dinas Kelautan dan
Saing Perikanan Perikanan
Program Pengelolaan Dinas Kelautan dan
Sumber Daya Laut, Pesisir | Perikanan
dan Pulau-Pulau Kecil
Pariwisata Program Tata Kelola Dinas Pariwisata
Pemerintahan
Program Pengembangan Dinas Pariwisata
Industri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
Program Pemasaran Produk | Dinas Pariwisata
Pariwisata
Program Pengembangan Dinas Pariwisata
Sumberdaya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
Program Pengembangan Dinas Pariwisata
Destinasi Pariwisata
Pertanian Program Tata Kelola Dinas Pertanian

Pemerintahan

Program Peningkatan
Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan

Dinas Pertanian
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Peningkatan Dinas Pertanian
Produksi dan Produktivitas
Hortikultura
Program Peningkatan Dinas Pertanian
Produksi dan Produktivitas
Perkebunan
Program Peningkatan Dinas Pertanian
Produksi dan Produktivitas
Peternakan
Program Peningkatan Dinas Pertanian
Prasarana Sarana dan
Penyuluhan Pertanian
Program Penanganan Dinas Pertanian
Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Kehutanan Program Pengelolaan dan Dinas Lingkungan
Konservasi Hutan Hidup dan Kehutanan
Energi dan Program Tata Kelola Dinas Energi dan
Sumberdaya Pemerintahan Sumber Daya Mineral
Mineral
Program Pengembangan, Dinas Energi dan
Pengelolaan dan Sumber Daya Mineral
Pemanfaatan Geologi, Air
Tanah, Mineral dan
Batubara
Program Pengembangan Dinas Energi dan
dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral
Infrastruktur Energi dan
Ketenagalistrikan
Program Pengembangan Dinas Energi dan
Pemanfaatan Sumber Daya Mineral
Ketenagalistrikan
Perdagangan Program Pengembangan Dinas Perindustrian
Perdagangan Dalam Negeri | dan Perdagangan
Program Pengembangan Dinas Perindustrian
Perdagangan Luar Negeri dan Perdagangan
Program Perlindungan dan | Dinas Perindustrian
Pengawasan Industri dan Perdagangan
Program Pelayanan Dinas Perindustrian
Pengujian dan Sertifikasi dan Perdagangan
Mutu Barang
Perindustrian Program Tata Kelola Dinas Perindustrian
Pemerintahan dan Perdagangan
Program Peningkatan Daya | Dinas Perindustrian
Saing Industri dan Perdagangan
Program Pelayanan Dinas Perindustrian
Pengembangan Teknologi dan Perdagangan
dan Standarisasi Industri
Urusan Administrasi Program Tata Kelola Sekretariat DPRD
Pemerintahan | Pemerintahan | Pemerintahan
Fungsi
Penunjang

Biro Pemerintahan

Biro Hukum
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Biro Organisasi
Biro Bina
Perekonomian
Biro Kesejahteraan
Rakyat
Biro Umum
Biro Bina Infrastruktur
dan Sumber Daya
Alam
Biro Administrasi
Pembangunan Daerah
Biro Administrasi
Rumah Tangga
Pimpinan
Badan Penghubung
Program Peningkatan Sekretariat DPRD
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Program Pembangunan Badan Penghubung
Kemitraan
Program Penataan dan Biro Organisasi
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan
Program Perumusan Biro Pemerintahan
Kebijakan Pemerintahan
Program Perumusan Biro Bina
Kebijakan Perekonomian Perekonomian
Program Peningkatan Biro Hukum
Kualitas Produk dan
Pelayanan Hukum
Program Perumusan Biro Bina Infrastruktur
Kebijakan Infrastruktur dan Sumber Daya
Alam
Program Perumusan Biro Kesejahteraan
Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Rakyat
Program Dukungan Biro Administrasi
Layanan Administrasi Pembangunan Daerah
Pembangunan
Program Fasilitasi dan Biro Administrasi
Pelayanan Pimpinan Rumah Tangga
Pimpinan
Program Pelayanan Umum | Biro Umum
Pengawasan Program Tata Kelola Inspektorat Provinsi
Pemerintahan
Program Pembinaan dan Inspektorat Provinsi
Pengawasan
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Perencanaan Program Perencanaan, Badan Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan

Pembangunan Daerah
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BIDANG

URUSAN URUSAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
Program Perencanaan dan Badan Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan dan Badan Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan
Kemasyarakatan
Program Perencanaan dan Badan Perencanaan
Pengendalian Pembangunan Daerah
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah

Keuangan Program Tata Kelola Badan Pendapatan
Pemerintahan Daerah
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
Program Peningkatan Badan Pendapatan
Pendapatan Daerah Daerah
Program Peningkatan dan Badan Pengelolaan
Pengembangan Pengelolaan | Keuangan dan Aset
Keuangan Daerah Daerah
Program Perencanaan, Badan Pendapatan
Pengendalian dan Evaluasi | Daerah
Pendapatan Daerah
Program Penatausahaan Badan Pengelolaan
dan Pelaporan Keuangan Keuangan dan Aset
Daerah Daerah
Program Penatausahaan Badan Pengelolaan
Aset Daerah Keuangan dan Aset
Daerah
Kepegawaian Program Tata Kelola Badan Kepegawaian
Pemerintahan Daerah
Program Penatausahaan Badan Kepegawaian
Kepegawaian Daerah Daerah
Program Peningkatan Badan Kepegawaian
Kapasitas Sumber Daya Daerah
Aparatur
Pendidikan Program Tata Kelola Badan Pengembangan

dan Pelatihan

Pemerintahan

Sumber Daya Manusia
Daerah

Program Pengembangan
SDM Aparatur

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah

Program Penilaian dan
Sertifikasi Aparatur

Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Daerah

Penelitian dan
Pengembangan

Program Penelitian dan
Pengembangan

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Selanjutnya berdasarkan Prioritas

Pembangunan Daerah

tersebut

dijabarkan kedalam 173 program dan 1384 kegiatan yang akan dijalankan

oleh 42 Perangkat Daerah. Daftar program pembangunan dan pagu
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belanja langsung menurut urusan, bidang urusan, program dan kegiatan
untuk masing-masing PD Provinsi Banten Tahun 2019 terlihat

sebagaimana terdapat pada lampiran bab ini.
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